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ABSTRAK

Penmsywakaransebagaisistqmpemnaannarapmnasesmgguhnya telah mencerminkan
konsep-konsep ideal mengenaj bagaimana seharusnya menangani seseorang yang sedang
tersesat jalan hidupnya kerena terfibat sesuatu perilaku kriminal. Namun relaitas menun-
Jukkan bahwa operasionalisasi sistom pemasyarakatan dalam praitek sering terbentur
oleh beragal kendala baik yang bersifat yuridis, kultural-sosiologis maupun teknis sehingga
aplikasinya tidak optimal. Untuk itu, reformas! terhadap berbagai aspek penghambat im-
plementasi sistem pemasyarakatan tersebut merupakan sofusi yang harus segera dilaksa-

nakan dalam rangka efektivitas bekerjanya sistem untuk mencapai tujuannya.

Pendahuluan

Sejak tiga puluh enam tahun yang llalu
{1863-1999), pelaksanaan pidana penjara di
Indonesia secara konsepsional sesungguh-
nya telah mengalami suatu lompatan per-
ubahan yang fundamental sekaligus subs-
tansial. Perubahan penting tersebut setidak-
nya ditandai oleh munculnya ide pemasya-
rekatan sebagai suatu sistem pembangunan
narapidana yang secara embrional dike-
mukakan pertama kali oleh Sahardjo seba-
gai Menteri Kehakiman Rl waktu itu dalam
pidato upacara penganugerahan gelar
Doitor Honoris Causa bidang ilmu hukum
dari Universitas Indonesia.!

Saat mula kelahiran ide pemasyara-
ketan, banyak kalangan memberilan raspon
positif karena ide tersebut dinilai sebagai
cermin dari political wilf pemerintah untuk
melakukan perubahan paradigmatik dalam

masalah pelaksanaan pidana penjara di In-
donesia. Yakni dari sebelumnya berdasar-
kan sistem kepenjaraan yang cenderung df-
terrence orientet® menuju pola bary (Sis-
tem Pemasyarakatan) yang lebih bersitat
treatment oriented. Dalam sistem kepen-
jaraan, proses pemenjaraan seerang nara-
pidana pelaku kejahatan lebih diarahkan
kepada tujuan yang nyaris semata-mata
hanya untuk membalas kejahatan/ke-
salahannya sehingga manimbulkan “justi-
fikasi® terhadap berbagai tindakan penyik-
saan oleh potugas penjara. Sedangkan
dalam Sistem Pemasyarakatan, praktek pe-
menjaraan tersebut lebth dimaksudkan
sebagai suatu proses “pemanusiaan kem-
balt* (baca: resosialisasi) seorang hara-
pidana yang dipandang telah mengalami
ketersesatan hidup sehingga menabrak

*Pidate Sahardjo tersebut diucapkan pada tanggal 15 Juli 1963 di Istana Negara. Jakarta
dengan Judul “Pohon Beringin Pengayoman - Hukum Pantjasila/Manipol/Usdek”,

Bistem Kepenjaraan Indonesia Sebelum Lahimya UU No. 1213985 tentang Pemasyarakatan
adalah berdasarkan Gestichten Reglement Stb. 1917/708.
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rambu-rambu sosial. Dalam persepsi de-
mikian, maka orang tersebut periu dibimbing
dan dibina agar dapat kembali menjadi warga
yang baik dan berguna dalam masyarakat.®

Berdasarkan background pemikiran
mengenal konsepsi pemasyarakatan di
atas, maka dalam perspektif pengakuan
dan penghormatan/perlindungan hak-hak
asasi manusia yang semakin menjadi tun-
tutan global dunia khususnya datam bebe-
rapa dasawarsa terakhir ini, wajar kiranya
apabila ide pemasyarakatan sebagal sistem
pembinaan narapidana yang sedang men-
jalani pidana penjara mendapatkan perhetian
khusus (positif) sebagai sistem yang ako-
modatif dan responsif terhadap perkem-
bangan serta perubahan sostal yang terjadi
{e.q. issue HAM). Hal ini karena dalam
Sistem Pemasyarakatan ditegaskan bahwa
pembinaan narapidana tetap harus mem-
perhatikan hak-haknya sebagai manusia.
Kalaupun boleh memberangus hak-hak se-
bagai manifestasi dari suatu pemidanaan
yang harus mencerminkan rasa derita nes-
tapa, maka satu-satunya sumber pendeti-
taan yang dapat dibenarkan ialah karana si
narapidana dihilangkan kemerdekaan ber-
geraknya baik untuk sementara waktu
maupun untuk seumur hidup.*

Akan tetapi idealita Sistem Pemasya-
rakatan diatas masih sering hanya me-
rupakan das solfen (baca: konsep normatif).
Sedangkan dalam realitas, praktek pelak-
sanaan Sistem Pemasyarakatan tersebut
tidak jarang diwarnal dengan muncuinya ber-
bagal macam kasus yang justru dapat men-

jauhkan dari tujuan pemasyarakatan fitu
sendiri. Misainya terjadinya kasus penyik-
saan oleh pstugas Lembaga Pemasyara-
katan (L.P) terhadap narapidana yang
biasanya diatasnamakan sebagai hukuman
disiplin, kasus-kasus pelarian narapidana
dari L.Pyang membuat resah masyarakat,
kasus-kasus kerusuhan yang bersumber
dari melembaganya kultur kekerasan di
dalam L.P balk yang terjadi antara sesama
narapidana maupun antara petugas dengan
narapidana atau sebaliknya, kasus-kasus
residivis yang dilakukan oleh para bekas
narapidana yang tentu sebelumnya telah
mengenyam proses pembinaan di suatu L.P,
dan lain sebagainya.

Berbagai fakta dari perjalanan panjang
Sistem Pemasyarakatan di atas, tentu me-
lahirkan berbagai tanda tanya pula. Mengapa
kasus-kasus tersebut bisa terjadi? Apakah
sistom pembinaan narapidana yang ber-
nama pemasyarakatan sekarang ini sudah
tidak relevan lagi dan perlu diganti dengan
sistem yang lain? Ataukah masih relevan
akan tetapi memerlukan reakiualiasasi dan
revitalisasi konsep agar sesuai dengan
perubahan yang terjadi (reformasi)? Bagal-
mana halnya dengan status, fungsi, dan tu-
gas serta human resourcayang nyata-nyata
dimiliki cleh Lembaga Pemasyarakatan?
Bagaimana keadaan sarana dan prasarana
sebagai fasilitas untuk penyelenggaraan
pembinaan narapidana? Dalam perspoktif
sistem peradilan pidana, apakah praktek
penyelenggaraannya benar-benar telah
mencerminkan suatu keterpaduan (into-

3Pgrhatikan Prinsip-Prinsip Pokok Tentang Konsepsi Pemasyarakatan yang dihasilkan dalam
Konferensi Direktorat Pemesyarakatan pada tanggal 27 April - 9 Mel 1964 ¢i Lembang, Bandung.
Lihat juga hasil Lokakarya Eveluast Sistem Pomasyarakatan (BPHN). Penarbit Bina Cipte. Jakarta.

1976. him. 61-64.

sA. Widiada Gunakaya, S.A. 1688. Sejarah dan Konsepsl Pemasyarakatan. Bandung:
Penerbit Armico. him. 59. Lihat juga pasal 14 UU No. 12/1985 tenfang Pamasyarakatan yang

menentukan hak-hak seorang narapldana.
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grated) di antara sub-sub sistem yang ada
{rmulai dari Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan
sampai dengan LLembaga Pemasyarakatan)?
Berbagai pertanyaan laln yang semuanya
tentu memerlukan kejian atau analisis guna
menemukan problem solvingyang terbaik.
Sebab akumulasi dari seluryh kasus yang
terjadi, yang menimbulkan berbagal masalah
tersebut, dalam dataran praksis bukan
mustahil justru akan dapat menempatkan
pemasyarakatan pada gradasi terendah
{baca: tidak layak) sebagal suatu sistem
pembinaan narapidana. Karena tingginya
frekuenst kejadian (kasus penyiksaan napi
oleh petugas, pelarian napi dari L.P, recidive
dan tain-lain) tersebut akan berimplikasi pada
masalah-masalah efektivitas yang biasanya
berkait erat dengan variabe! berupa tujuan
pemidanaan. Sglanjutnya, masalah efek-
tivitas pencapaian tujuan pemidanaan ini
pada akhimya pasti akan melahirkan ma-
salah baru yang lebth esensial yakni justi-
fikasi bagl keberadaan Sistem Pemasya-
rakatan ftu sendiri.

Dengan korfiguras! pemildran seperti di
atas, maka tulisan ini dihasilkan dengan
tema: “Reformasi Sistem Pemasyarakatan
dalam Rangka Cptimalisasi Pencapaian
Tujuan Pemidanaan®. Berdasarkan tema
tersebut, kerangka penjabaran dari tulisan
ini akan menelaah tiga masalah pokok. Yaitu
{1) Hubungan Sistem Pemasyarakatan de-
ngan tujuan pemidanaan (2) Beberapa ken-
dala dan kelemahan Sistem Pemasyara-
katan, dan (3) Reformasi Sistem Pemasya-
rakatan sebagai solusi.

Hubungan Slstem Pemasyarakatan
dengan Tujuan Pemidanaan

Secara sederhana, pernidanaan dapat
diartikan sebagai suatu proses penjatuhan
pidana oleh hakim terhadap seseorang yang
diadakan dan kemudian dinyatakan terbukti
bersalah telah melakukan suatu tindakan
pidana.? Sebagai tindakan hukum, suatu pe-
midanaan secara ideal tentu diorientasikan
kepada berbagai tujuian.

Dalam perspeldif teori, dikenal berbagal
pandarngan yang menggambarkan tujuan-
tujuan dijatuhkannya suatu sanks! pidana.
Antara lain ialah teori absolut atau pemba-
lasan yang mengajarkan bahwa pidana
adatah konsekuensi logis (yang harus ada)
karena telah dilakukannya suatu kejahatan
oleh seseorang. Bahkan lmmanuel Kant
dengan ajaran Kategorischen Imperative-nya
barpendapat setiap perbuatan melawan hu-
kum itu menghendald harus dibalas. Keha-
rusan menutut hukum dan keadilan tarsebut
merupakan sesuatu yang bersitat mutiak se-
hingga setiap pengecualian atau pemba-
tasan yang semata-mata didasarkan pada
suatu tujuan selain untuk membalas harus-
tah dikesampingkan.® Jadi basis teori ini
adalah asas keseimbangan yang menitai
tarjadinya suatu kejahatan sebagai kausa
timbulnya kegoncangan sosial (baca: keti-
dakseimbangan), sehingga diperiukan suatu
tindakan yang membawa kembali kondisi
kehidupan masyarakat secara balancs. Kon-
kritisasi tindakan dimaksud ialah dengan

SRarda Nawawi Arief. 1098, mwmﬁmmwz Penerbit

PT. Citra Aditya Bhalti, him. 129,

fimmanue! Kant dalam PA.F Lamintang. 1

Penerbit Amico. him. 13.

084. Mukum Penitensier Indonesis. Bandung:
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pemidanaan. Karena dalam pidana ter-
kandung suatu nestapa/derita atau kerugian
yang dirasakan oleh terpidana sebagaimana
pula halnya ia telah mambuat derita atay
kenugian pada korban kejahatannya.

Pandangan lain mengenai tujuan pe-
midanaan ialah yang dikenal dengan teori
relatif atau teori tujuan. Secam prinsip, teori
ini mengajarkan bahwa penjatuhan pidana
dan pelaksanaannya sstidaknya harus
berorientasi pada upaya mencegah ter-
pidana (specfal prevention) dari kemung-
kinan mengulangi kejahatan lagl di masa
mendatang, serta mencegah masyarakat
luas pada umumnya (general prevention)
dari kemungkinan melakukan kejahatan baik
seperti kejahatan yang telah dilakukan
tempidana maupun kejahatan lainnya, Semua
orientasi pemidanaan terssbut adaleh dalam
rangka menciptakan dan mempertahankan
tata tertib hukum dalam kehidupan masya-
rakat.” Teori ini memang sangat menekan-
kan pada kemampuan pemidanaan sebagai
suatu upaya prevention of crime khususnya
bagi terpidana. Qleh karena itu Implikasinya
dalam praktek pelaksanaan pidana sering-
kall bersitat out of controf sehingga terjadi
kasus-kasus seperti penyiksaan terpldana
secara bearlebihan oleh aparat/petugas
dalam rangka menjadikan terpidana jera,
untuk selanjutnya tidak melakukan keja-
hatan lagi.

Kemudian, seiring dengan makin ber-
kembangnya berbagai ilmu bantu hukum
pidana dalam memahami problem kejahatan
dan penanggulangannya seperti kriminologi,
penologi dan lain sebagainya, maka per-
kembangan mutakhir tentang masalah pemi-

danaan dan tujuannya ini telah melahirkan
sehuah pandangan baru yang dikenal de-
ngan ulilitarianisme theory. Menunit teori ini,
suatu pemidanaan bukanlah sekedar untuk
melakukan pembalasan atau pengimbalan
kepada orang yang telah melakukan suaty
tindak pidana, akan tetapi harus mempgunyai
tujuan-tujuan tertentu yang mencerminkan
aspek utilitas (kemantaatan) baik bagi
korban kejahatan secara individual atau so-
sial maupun bagi si terpidana Ru sendiri.®
Pemidanaan dinilai bermanfaat ternadap
korban kejahatan yang bersifat individual
ialah manakala dengan pemidanaan tersae-
but perasaan batas dendam si kotban secara
relatit dapat terpuaskan. Bi samping itu,
dalam perspeldif viktimologis kerugian riil
yang diderita si kerban tersebut juga harus
memperolsh perhatian hukum (koempen-
sasi). Sedangkan bagi masyarakat luas,
utilitas pemidanaan tersebut dinilaj ada
apabila secara relatif masyarakat dapat
kembali merasakan ketentraman, kete-
nangan, perlindungan dan lain sebagainya
{social defence). Kemudian bagi si terpidana
sendiri, kemanfaatan pemidanaan tersebul
setidaknya harus dicerminkan dalam pro-
gram-program pelaksanaan pidana yang
dapat mengarahkan dirinya umuk kembali
ke jalan yang banar (tobat) dan menjadi
warga masyarakat yang baik dan berguna.
Dalam konteks panjatuhan pidana pen-
jara dan prakiek pelaksanaannya, perkem-
bangan manunjukikan bahwa teori utilitas ini
cukup dominan menjadi basis orientasi.
Sehingga pemenjaraan yang dulu lebih cen-
derung bersitat ditarrence orientad (orientasi
penjeraan terpidana dengan praktek-praktek

Van Hammel dalam E. Utrecht. 1986. Hukum Pidana |. Surabaya: Penerbit Pustoeka Tinta

Mas. him. 1B5.

® Muladi dan Barde Nawawl Arief. 1984. Teorl-Teorl dan Kebljalan Pidana. Bandung.

Penerblt Alumni, him, 186.

60

JURNAL HUKUM NO. 11 VOL. B_‘El 1889



Reformasi Sistam Pemasyarakatan delam Rangka Qptimalisast Pencapaian Tujuan Pemidanaan

penyiksaan untuk mencapai tujuan prevern-
tion of crims), kemudian berkembang ke arah
yang labth menekankan konsep treatment
oriented (pembinaan terpidana).

Di Indonesia, pengaruh kuat teori utilitas
tehadap orientasi tujuan pemidanaan {pen-
jara) dan praktek pelaksanaannya tersebut
depat dilihat dalam fus Constituendum
{Rancangan KUHP Baru) dan di dalam UU
No. 12/1995 tentang Pemasyarakatan be-
serta berbagal peraturan pelaksanaan lain-
nya seperti Surat-surat Edaran, Keputusan
Menteri dan lain-lain yang merupakan ba-
sis yuridis pelaksanaan pemasyarakatan
sebagai sistem pembinaan narapidana.

Dalam Rancangan KUHP Baru Pasal 47
disebutkan bahwa:®

{1) Pemidanaan bertujuan untuk:

Ke-1 mencegah dilakukannya tindak pl-
dana dengan menegakican norma hu-
kum demi pangayoman masyarakat;
memasyarakatkan terpidana dengan
mengadakan pembinaan sehingga
menjadikannya orang yang baik dan
berguna;

menyelesaikan konflik yang ditimbul-
kan oleh tindak pidana, memulihkan
keseimbangan dan mendatangkan
rasa damai dalam masyarakat;
membaebaskan rasa bersalah pada
terpidana,

Ke-2

Ke-4

{2) Pemidanaan tidak dimaksudkan un-
tuk menderitakan dan tidak diper-
kenankan merendahkan martabat
manusia.

Bebarapa tujuan pemidanaan ssperti
yang termaktub dalam ketentuan Pasal 47

Rancangan KUHP Baru di atas, secara kon-
sepiual sasungguhnya telah mencerminkan
adanya muatan-muatan target pemidanaan
yang berorientas! kemantaatan baik bagt
korban kejahatan yang bersifat individuai
(korban langsung) atau yang bersifat sosial/
masyarakat (korban tidak langsung} maupun
bagi terpidana itu sendiri. Asumsi dan kon-
kiusl demikian, secara eksplisit juga dinya-
takan dalam penjelasan Pasal 47 Ran-
cangan KUHP Baru itu sendiri yang antara
lain ditegaskan bahwa dalam tujuan per-
tama, jelas tersimpul pandangan tentang
urgensi perlindungan masyarakat {utilitas
sosial). Tujuan kedua, mengandung maksud
bukan saja untuk merehabilitasi tetapi juga
meresosialisasi terpidana dan menginte-
grasikannya ke dalam masyarakat (utilitas
bag! terpidana). Sedangkan tujuan ketiga,
adalah dimaksudkan untuk mengambalikan
keseimbangan kehidupan soslal yang telah
terguncang olsh karena kejahatan terpidana.
Jad! dalam tujuan ketiga in tercermin aspek
utilitas bagi masyarakat luas yang penca-
palannya antara lain dengan membalas
kejahatan terpidana melalul pemidanaan
sehingga diharapkan dengan pemidanaan
tersebut korban langsung darl kejahatan
secara relatif dapat "terpuaskan” porasaan
balas dendamnya (utilitas individual}.
Adapun tujuan ke empat hakekatnya meru-
pakan tujuan yang lebih bersitat spiritual
dimana terbalasnya rasa bersalah pada diri
terpidana baru dapat dicapal apabila ia telah
sampai pada sikap tobat yang sesung-
guhnya. Tumbuhnya sikap tobet terpidana
tentu harus diupayakan antara lain melalui
himbingan dan pembinaan yang terarah, bu-
kan melalui penyiksaan-penyiksaan (utilitas
bagi terpidana). Di samping ftu terbebasnya

®Nagkeh Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). Konsep 1891/1992,

Edisi Ravisi Bulan Maret 1983.
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rasa bersalah tersebut juga dapat dicapai
melalui adanya pemberian magaf oleh korban
kejahatan langsung (individual) kepada ter-
pidana. Kondisi demikian bisa terwujud di
antaranya ialah apablla terpidana may mem-
berikan kompensasi (ganti rugi) terhadap
korban. Jadi dengan demikian, tujuan pemi-
danaan ke ampat ini secara implisitmengan-
dung muatan-muatan utilitas yang akan
dapat dirasakan baik cleh pelaku kejahatan
(terpidana) maupun korban kejahatan. Ke-
mudian ketentuan yang tercantum dalam
Pasal 117 ayat 2 tersebut, harus diperhati-
kan cleh petuges pelaksana pidana penjara.
Karena pernyataan pasal bahwa pemidana-
an tidak boleh berakibat sampai menderita-
kan dan merendahkan martabat kemanu-
siaan terpidana, mengandung makna atau
pesan imperatif agar pelaksanaan pidana
tetap harus memperhatikan dan menghor-
mati hak-hak asasi terpidana. '

_ Dalam rangka mewujudkan berbagai
tujuan pemidanaan di atas, maka diperiukan
langkah-langkahftindakan-tindakan/cara-
cara yang dapat mengantarkan tercapainya
tujuan-ujuan tersebut. Berbagal langkah/
tindakan/cara dalam kesslunthan prosesnya
yang mengarah pada realisasi tujuan ter-
sebut, secara luas bisa disebut sebagai
suatu sistem. Dalam konteks pelaksanaan
pidana penjara di Indonesia, sistem untuk
mencapai berbagei tujuan pemidanean (per-
jara) tersebut populer dengan istilah Sistem
Pemasyarakafan."

Ada beberapa hal yang dapat menunjuk-
kan posisi, korelasi dan sekaligus urgensi
pemasyarakatan sebagai sisterm pembinaan
narapidana bagi pencapaian tujuan permi-
danaan (penjara) bahkan bagi keberhasilan
pelaksanaan penegakan hukum (law en-
forcement) secara keseluruhan. Hal-hal ter-
sebut antara lain adalah berupa diterap-
kannya konsep proses pemasyarakatan
narapidana baik selama di Lembaga Pe-
masyarakatan maupun setelah keluar dari
Lembaga Pemasyarakatan. Ditinjau dari
segi waktu, keseluruhan proses pemasya-
rakatan seorang narapidana selama meng-
fkuti pembinaan di L.P terbagi dalam empat
fase (tahap). Yaitu (1) tahap admisi-orientasi
(0 - 1/3 masa pidana); (2) tahap asimilasi
(1/3-1/2 masa pidana); (3) tahap lepas ber-
syarat (2/3 -habis masa pidana).”™ Penem-
patan dan perubahan seorang narapidana
dalam fase-fase pembinaan tersebut sangat
dipengaruhi oleh kenyataan sejauhmanaia
Mampu Merespons program-program pems-
binaan yang diberikan oleh petugas lembaga
sekaligus menunjukkan perkembangan dan
kemajuan perilakunya yang semaldn positif.
Artinya, cepat lambatnya seorang narapi-
dana akan dialinkan status pembinaannya
dari fase admisi-orientasi ke fase asimilasi
dan seterusnya sampai fase pembebasan,
adalah sangat tergantung kepada bagai-
mana ia menjalani proses pembinaannya
secara baik. Hal demikian ini karena sistem
pemasyarakatan sebagai cara pembinaan

Pariksa Penjelasan Pasal 47 Rancangan KUHP Baru, Kensep 1891/1892. Edisi Revisi

Bulan Maret 1893.

_ "Uraian lebih mendalam tentang Pemasyarakatan sshagel suatu sistem dapat dilihat dalam
Muladi. 1985. “Pelaksanaan Sistem Pemasyarekatan dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana
Terpadu®. Kumputan Karangan dalam buku Kapiia Selekta Sistem Peradlian Pldana. Semarang:
Badan Penerbit Universitas Diponegoro. him. 118-123.

2 jhat Keputusan Menteri Kehaldman Rl Nomor: M.02-PIK.04.10 Tahun 1990 tertanggal 10
Apri) 1990 tentang Pola Pembinaan Narapidana/Tahanan.
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narapidana menganut model/stelsel pro-
gressif. Dalam stelsel progressit inl, seorang
narapidana berdasarkan kesadaran diri sgn-
diri (tobat) banar-benar dituntut unfuk secara
kontinyu dan optimal berperilaku sesuai
dengan program-program pembinaan yang
mengarahkan dirinya pada upaya-upaya
untuk mencapai tujuan rehabilitasi, reinte-
grasi dan resosialisasi,’ Dengan demilian
konsep stelsel progressif dalam Sistem Pe-
masyarskatan ini sesungguhnya secara
implisit menjadi basis untuk mewujudkan
tujuan-tujuan pamidanaan sebagaimana te-
lah disebutkan di muka khususnya tujuan
berupa pemasyarakatan terpidana sehingga
menjadikannya kembali sebagai crang yang
balk dan berguna. Di samping itu upaya pen-
capaian tujuan-tujuan pemidanaan tersebut
melalui Sistem Pemasyarakatan ini juga
ditunjang dengan ditkutinya konsep extra
mural treatment (pembinaan di luar tembok
Lembaga Pemasyarakatan) serta pembi-
naan lanjulan setelah narapidana selesal
menjalani pidana penjaranya di L.P. Pena-
nganan pembinaan di luar ataupun pasca
LP ini dllakukan oleh institusi yang ber-
nama BAPAS (Balai Pemasyarakatan)'
yang dalam praktek biasanya bekerja sama
dengan tokoh-tokoh masyarakat (baik for-
mal maupun informal) dimana mantan na-
repidana tersebut bertempat tinggal. Secara
konseptual, pela pembinaan demikian tentu
sangat menunjang bagi keberhasilan tujuan
reintegrasi dan resostalisasi mantan nara-
pidana yang bersangkutan serta dalam jang-
~ ka panjang diharapkan mampu memuifhkan
keseimbangan dan rasa damai dalam kehi-

dupan masyarakat karena telah menyatunya
mantan narapidana dengan masyarakatnya.
Pembinaan narapidana yang mengikut-
sertakan peran masyarakat luas tersebut
sangat sejelan dengan konsep communily
pased treatment yang sudah menjadi pe-
mikiran luas dari perkembangan akhir me-
ngenai idealita pelaksanaan pidana penjara.
Akomodast terhadap konsep di ates, seti-
daknya tercermin dalam UU Pemasya-
rakatan yang baru (UU No. 12/1985) di ma-
na pada pasal 1 angka 2 ditegaskan bahwa
Sistem Pemasyarakatan adalah suatu
tatanan mengenai arah dan batas serta cara
pambinaan warga binaan pemasyarakatan
(baca: narapidana) berdasarkan Pancasila
yang dilaksanakan secara terpadu antara
pembina, yang dibina dan masyarakat.
Dipertimbangkannya unsur masgyarakat
sebagai salah satu komponen Sistem Pe-
masyarakat adalah rasional dan tepat
mengingat narapidana adalah
anggota masyarakat dan nantinya setelah
lepas menjalani hukuman, ia akan kembali
juga ke masyarakat.

Selanjutnya hal lain yang menunjukkan
posisi strateqis sekaligus urgensit dari Sis-
tem Pemasyarakatan bagi upaya penca-
paian tujuan pemidanaan {(penjara) bahkan
tujuan penegakan hukum secara keseluruh-
an ialah kedudukan L.P sebagai institusi
pelaksana sistemn pemasyarakatan yang
merupakan meta rantal (sub sistem} terakhir
dari proses bekerjanya sistem peradilan
pidana yang terdiri dari sub-sub sistem
lainnya seperti kepolisian, kejaksaan, dan
pengadilan.

3Bambang Poemomo. 1988, Pelaksanaan Pidana Penjara dengan Sistem Pemasya-

rakatan. Yogyaiarta: Penerbit Liberty. him. 136.
“Pasal 1 jo Pasal 8 UU No. 12/1935 tentang Pa

. Lihat pula Bab Il Angka 5 jo

masyarakatan
Angka 7 Kaputusan Menteri Kehakiman R) No. M.02-PK.04.10 tahun 1980 Tentang Pola Pem-

binaan Narapidana/Tahanan.
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Deskripsi mengenai integritas antara
Lembaga Pemasyarakatan dengan lemba-
ga-lembaga lain sebagai sub sistem pen-
dukung bekerjanya proses peradifan pidana
yang merupakan sebuah sistem tersebut,
secara tepat pernab diutarakan oleh Muladi
dan Barda Nawawi, yaitu bahwa banyak
orang yang salah duga bahwa seolah-olah
program rehabilitasi palaku tindak pidana
baru mulai sejak ia memasuki pintu gerbang
Lembaga Pemasyarakatan. Padahal apa
yang dinamakan Lembaga Pemasyarakatan
itu hanya sebuah sistem penyelenggaraan
hukum pidana yang tidak dapat dipikirkan
sebagian demi sebagian. Seat-saat sese-
crang tersangka ditahan polisi, cara-cara ia
diinterogasi, cara-cara alat bukti dikumpul-
kan dan dikemukakan di sidang pengatdilan,
semuanya akan mempengaruhi; tingkah
laku narapldana sekaligus merupakan faktor
yang menentukan dalam penyesuaiannya
terhadap program rghabilitasi (di Lembaga
Pemasyarakatan).'

Berdasarkan pemahaman terhadap ke-
dudukan Lembaga Pemasyarakatan dalam
perspektif sistemn peradilan pidana di atas,
bisa disimpulkan bahwa sesungguhnya
tanggungiawab pembinaan narapidana tidak
pada L.P semata. Akan tetap! juga pada
mstitusi-institusi lain yang turut menggerak-
kan proses peradilan pidana sebagai suatu
sistam. Hal ini berarti apabila ada bekas
narapidananya menjadi residivis (melakukan
kejahatan kembali), itu tidak bisa diartikan
sebagai ketiadaan efektivitas Sistem Pe-
masyarakatan yang merupakan cara pem-
binaan narapidana, melainkan harus “dibaca”
sebagai kegagalan dari sistem peradilan
pidana secara kessluruhan. Terlebih lagi da-
lam kenyataan, Lembaga Pemasyarakatan

sebagai terminal akhir” betjalannya proses
peradilan pidana, sama sekeli tidak pemah
mempersoalkan apakah sesecrang yang
hendak dibina dengan program-program
rehabilitasi dan resosialisest itu adalah be-
nar-banar merupakan orang yang bersalah
seperti “vonis” institusi-institusi sebalumnya
atau tidak. Namun demikian, justru proses
pembinaan dengan sistem

yang diselenggarakan L.P Inilah yang
merupakan fase menentukan bagi upaya
pengembangan bahkan seorang pelaku
tindak pidana menjadi baik dan berguna
dalam kehidupan masyarakat.

Dalam konteks di atas, maka perlu di-
sadari oleh semua pihak bahwa Lembaga
Pemasyarakatan yang bertugas memper-
baiki, perilaku narapidana dengan Sistem
Pemasyarakatannya, pada satu sisi me-
mang merupakan lembaga yang memiliki
beban berat dengan berbagai kekurangan
dan stigma yang menyudutkennya. Tetapi
dibalik itu, posisinya sungguh sangat stra-
tegis dan menentukan hasil akhir dari
aktivitas law enforcement khususnya yang
melalui bekerjanya sistam peradilan pidana.

Beberapa Kendala dan Kelsmahan
Slstem Pomasyarakatan

Posisi strategis yang dimiliki Lembaga
Pemasyarakatan sebagai institusi operator
Sistermn Pemasyarakatan seperti diuraikan
di atas, dalam kinetjanya ternyata tidak se-
lalu bersesuaian dengan idealita yang
dikensepkan. Justru karena posisi strategis
dan urgensif tersebut, keberadaan L.P
sering terhalang oleh berbagai kendala yang
sekaligus merupakan sisi kelemahannya,
Kendala-kendala tersebut antara lain ialeh:

*Muladi dan Barda Nawawi Ariet, TeorTeor.....op cit.
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Pertama, adanya mispersepsion di antara
sub sistern delam sistem peradilan pidana
mangenai tugas dan tanggungjawab pem-
binzan seorang yang sedang tersesat peri-
lakunya karena suatu tindakan pidana.
Artinya, baik kepolisian, kejaksaan maupun
pengadilan pada umumnya berpandangan
bahwa urusan pembinaan pelaku tindakan
pidana adalah merupaken tugas dan tang-
gungjawab Lembaga Pemasyarakatan.
Kedua, kemampuan personil (human ro-
source} Lembaga Pemasyarakatan yang
secara umum kurang memadai untuk “me-
nerjemahkan® konsep pamasyarakatan da-
lam menjalankan tugas pembinaan. Kendata
ini blasanya bermuara pada latar bslakang
status pendidikan petugas L.P yang seba-
gian besar di bawah tamatan SLTA.'® Kefiga,
masalah sarana dan prasaran operasio-
nalisasi Sistem Pemasyarakatan khusus-
nya yang berupa sarana fisik (gedung ba-
ngunan L.P} yang ssbagian besar masih
berujud gedung-gedung penjara warisan
masa kolonlal, Sekalipun sebagian di antara-
nya ada yang sudah direnovasi dan dimodi-
fikasi, namun kenyataan demikian tetap ku-
rang kondusif bagi implementasi sistem pe-
masyarakatan sacara optimal. Keempat,
adanya persepsi negatif dl kalangan masya-
rakat luas bahwa L.P tidak lebih dari sebuah
“Sekolah Kejahatan®. image demikian ini
muncul karena di dalam L P berkumpul se-
gala macam jenis pelaku tindak pidana yang
bisa saling berkomunikasi sehingga poten-
sial bagi terjadinya suasana saling mempe-
ngaruhi. Kefima, adanya semacam kuitur
dalarm masyarakat yang mendorong lahimya
sikap selalu mencurigai terhadap setiap
bekas narapidana. Lehimya kuftur demikain,

selain berakar pada budaya yang terma-
nifestasikan pada pepatah semacam “sekali
lancung ke ujlan selamanya orang telk akan
percaya”, juga dissbabkan karena adanya
ketidakpercayaan terhadap kemampuan
fungsi L.P sebagal L embaga Pembinasn na-
rapidana sebagaimana yang tercermin
dalam suburnya anggapan bahwa L.P adalah
sekolah kejahatan. Keenam, adanya ken-
dala/kelemahan intemal yang bersumber
pada UL No. 12/1985 sebagai basts yuridis
normatif bagi penyalenggaraan Sistem
Pemasyarakatan, Artinya, UU No. 12/1885
tentang Pemasyarakatan sebagai pengganti
reglement kepenjaraan yang kelahirannya
telah ditunggu puluhan tahun, temyata ma-
sih mencantumkan ketentuan-ketentuan
yang justru “menampilkan” sist kelemahan.
Antara lainialah: (2) Ketertuan pasal 47 me-
ngenai wewenang kepala L.P yang bersifat
mutlak yang umumnya sering dinegosiasi-
kan kepada petugas bawahan untuk mem-
berikan tindakan/hukuman disiplin terhadap
narapidana pelanggar peraturan keamanan
dan ketertican L.P. Dalam pasal ini ternyata
masih mengesankan ketentuan yang ber-
sifat kepenjaraan (ditterrance orientad) yang
sasungguhnya hal itu merupakan warisan
kolonial. Dikatakan demikian karena subs-
tansi pasal ini masfh mefihat narapidana se-
bagai “ketingganger” (orang rantai) yang
berbahaya (bukan manusia tersesat yang
periu dibina) sehingga periu disediakan hu-
kuman disiplin keras diantaranya berupa
“krangkeng” (hutupan sunyf). (b) Pada Pasal
14 menganai daftar berbagal macam hak
yang bolsh dimilild seorang narapidana, un-
dang-undang inf dapat dirlai sebagai kurang
adaptif terhadap pemikiran-pemikiran yang

8Pgtrus (rwan Panjaitan dan P. Simorangkir. 1895. Lembaga Pemasyarakatan dalam
Perspektif Sisterm Peradilan Pidana. Jakarta: Penerbit Pustaka Sinar Harapan. him. 67.
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berkembang dalam berbagai konvensi
internasional mengenai prevention of crime
and treatrnent of offenders yang sudah men-
jadi resolusi-resolusi PBB. Seperti “Standar
Minimum Rules”, *Convention Against Tor-
ture and Other Cruel”, “The Beijing Rules’
dan lain-lain. Salah satu bukti kurang adaptif-
nya undang-undang pemasyarakatan ini
ialah tidak ditegaskannya hak asasi nara-
pidana berupa hak untuk memparoleh per-
lindungan dari mengalami penyiksaar/
penganiayaan baik oleh sesama narapidana
maupun oleh petugas L.P.

Buae pasal dalam Ul Pemasyarakatan
yang menjadi contoh Kajian di atas, serta
beberapa kendala/kelemahan dari operasio-
nalisasi Sistem Pemasyarakatan seperii
diuraikan terdahulu, kiranya cukup untuk
menarik kesimpulan bahwa Sistem Pema-
syarakatan mamang periu segera direfor-
masi (diadakan pembaharuan) dengan cara
mengembangkan pemikiran-pemikiran alter-
natif sebagai solusi bagi berbagai kendala/
kelemahan tersebut. Arti penting periunya
langkah reformasi Sistem Pemasyarakatan
yarig amat strategis sekaligus menentukan
dalam membarikan gambaran tentang ke-
berhasflan kinerjanya sistem peraditan pi-
dana (baca: penegakan hukum) secara
keseluruhan.

Reformasi Sistem Pemasyarakatan
Sebagal Solus)

Ada beberapa pemikiran altematif yang
periu dikembangkan untuk mengatasi ber-
bagai problem kelemahan/kendala yang “me-
nyelimuti® aplikasi Sistem Pemasyarakatan
selama ini. Pemikiran-pemikiran tersebut
ialah: (1) perlu ada semacam plan action
untuk menyamakan visi dan persepsi di an-
tara aparat penegak hukum tentang konsep
integrated criminal justice system. Maksud

langkah ini ialah agar seluruh jajaran aparat,
knususnya yang "bersentuhan” secara lang-
sung dan riil di lapangan saat proses /aw
enforcemsnt, benar-benar dapat memahami
dan menyadari bahwa sstiap tindaken dalam
bentuk apapun akan memiliki pengarun ter-
hadap “calon” narapidana (setidaknya secara
psikologis). Pentingnya pemahaman terha-
dap masalah ini ialah agar seluruh aparat -
penegak hukum merasa memiliki tang-
gungiawab terhadap perbaikan/pembinaan
orang yang sedang tersesat karena teriibat
suatu parkara pidana. (2) Perlu ada pembe-
nahan ternadap proses rekruitmen sumber
daya manusia (SDM) ke dalam jajaran L.P,
khususnya petugas lapangan yang akan
mengoperasionalkan konsep pemasya-
rakatan sebagai sistem pembinaan nara-
pidana. Bentuk konkritnya ialah peningkatan
kuelitas seleksi sehingga dapat menghasil-
kan tenaga-tenaga profesional yang benar-
benar memahami visl, misi dan oriéntasi
Sistem Pemasyarakatan. Di samping itu
perlu pula diupayakan peningkatan kesejah-
teraam kehidupan petugas lembaga sampat
pada tingkatan standard kelayakan yang
sehanmsnya, Karena bagatimanapun masalah
kesejahteraan patugas ini sedikit banyak
tentu akan berorientas! secara signifikan
dengan kesuksesan pelaksanaan tugasnya.
Barangkali sulit mengharapkan petugas
lembaga yang masih “compang-camping”
dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, un-
tuk bisa mengoperasionalisasikan Sistemn
Pemasyarakatan secara optimal. Terlebih
lagi bila reaiitas perilaku-perilaku narapidena
yang indisipliner yang seringkall menggiring
petugas untuk secara mudah menerapkan
tindakan-tindakan yang bersifat ditterrence”.
(3) Perlu segera ada pembaharuan gedung-
gedung penjara beserta kelengkapannya
yang lebih representatif sebagai sarana dan
prasarana untuk implementasi sistem pema-
syarakatan. Guna merealisasikan tujuan ini,
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barangkali ide swastanisasi penjara secara
terbatas (dalam arti masih tetap dalam kon-
trol pemerintah) perlu mendapat pertim-
bangan serius. Sebab selama ini, pemikiman
terhadap urgensi pembaharuan gedung-ge-
dunyg penjara yang sebagian besar memang
merupakan kebutuhan mendesak, seringkali
terbentur oleh masatah dana. Dengan demi-
kizn, swastanisasi terbatas dalammengope-
rasionalkan penjara ini mungkin bisa menjadt
solusi yang akan menjawab masalah pen-
danaan tersebut. Dalam hubungan ini ke-
rangka berpikirnya lalah bahwa betapapun
Sistam Pamasyarakatan sangat ideal, na-
mun akan tidak begitu berarti manakela tidak
ditunjang oleh sarana-prasarana (yang di
antaranya berupa gedung-gedung bangunan
L.P) yang memadaji untuk operasionalisasi
sistem tersebul. {4) Perlu ada program yang
mengarah kepada demitologisasi image
yang berikembang di masyarakat bahwa pen-
jara adalah merupakan sekolah kejahatan.
Program tersebut dapat dimulal dari pem-
benahan secara intemal terhadap sistem
Klesifikasi dan differensiasi pada narapidana
yang berada dalam lembaga. Misalnya
dengan menerapkan sistem pengelompok-
kan yang bersifat pemisahan di antara para
narapidana berdasarkan kriteria-kriteria
saperli jenis dan atau berat ringannya keja-
hatan, usia, karakter dan lain sebagainya.
Sshingga dengan demikian secara maksi-
mal dapat ditutup peluang tentang kemung-
kinan terjadinya °penjahat kelas teri” berse-
kolah dengan "penjahat kelas kakap’. Di
samping itu, secara extemal periu pula dilak-
sanakan program-program sosialisasi ten-
tangvisi, misi dan orientasi pemasyaraketan
kepada publik secara luas yang antara lain
melalui prakiek-praktak pembinaan narapi-
dana yang membuka seluas mungkin parti-
sipasi dari masyarakat luar. Tentu saja
sepanjang hal tersebut memungkinkan balic
dari segi securfty maupun format program.

(5) periu ada langkah-langkah dekuiturisasi
pemikiran yang terlanjur mengakar di ka-
langan masyakarat bahwa orang yang ber-
salah solamanya harus distigma sebagai
orang yang salah, Langkah-tangkah dekul-
turisasi tersebut mungkin dapat ditempuh
antara lain melalui pendekatan keagamaan
yang diharapkan akan dapat membuka wa-
cana kesadaran bahwa orang yang jahat/
buruk/tersesat sesungguhnya dapat "dilu-
ruskan” untuk kemball menjadi creng yang
balk. Sebab dalam perspektif agama secara
inheren dalam dirl tiap manusia ada dua ke-
kuatan yang saling tarlk menarik yakni an-
tara kekuatan baik (akal/hati nurani) dengan
kekuatan bunuk (nafsu). Sehingga persoatan-
nya adalah bagaimana manusia ini “meng-
glring” dirinya atau “digiring” (baca: diarah-
kan) pthak luar untuk mengikuti kekuatan-
kekuatan baik atau buruk tersabut. Datlam
konteks inflah L.P dengan Sistem Pema-

harus mampu membuktikan
sebagai pihak luar yang akan berperan
me sesecrang yang sadang ter-

sesat menuju jatan hidup yang baik/benar.
{6) Perlu segera direncanakan untuk me-
latarkan UU Pemasyarakatan
(UU No. 12/1885) khususnya terhadap
substansi beberapa pasal yang kurang ko-
relatif atau bahkan terkesan “bersebe-
rangan” dengan spirit pembinaan yang ter-
kandung di dalam Sistem Pemasyarakatar:.
Seperti telah diidentifikasi dalam uraian-
uraian terdahulu, beberapa pasal yang periu
direformasi terssbut antara lain ialah Pasal
47 yang masih menyiratkan pandangan na-
rapidana sebagal objek yang berbahaya
sahingga perlu diantisipasi dengan bentuk-
bentuk tindakan indisipliner oleh Petugas
{seperti hukuman tutupan sunyikerangkeng)
yang akan dengan mudah menjeima men-
jati prakiek-praitek ditterrance oriented. Pa-
dahal Sistam Pemasyarakatan adalah treaf-
ment oriented. Kemudian pada Pasal 14,
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reformasi substansinya antara lain dapat
diwujudkan dalam bentuk penyempurnaan
rumusan pasal sshingga jaminan periin-
dungan terhadap hak-hak narapidana dapat
meliputi cakupan yang lebih luas, Seperti
hak perlindungan terhadap kemungkinan
mengalami penyiksaan/penganiayaan baii
cleh petugas lembaga ataupun dari sesama
narapidana. Periindungan terhadap hak ini
sesungguhnya juga dapat menjadi sarana
pencegahan bagi petugas untuk menerap-
kan praktek-praktek ditterrence oriented. ¢
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